


ABSTRAK 

Upaya pemerintah dan legislatif melal-ukan pembaruan hukum di 
bidang ketenagakerjaan dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menuai banyak protes dari berbagai lapisan 
masyarakat, terutama para pekerja (buruh). Para pekerja (buruh) menw1tut agar 
ketentuan yang mengatur pe.rjanjian kerja waktu tertentu dihapuskan, sehinga 
semua perjanjian kerja clibuat secara tetap. Ketentuan yang mengatur perjanjian 
kerja waktu tertentu tersebut tertulis dalam Pasal 56 -59 Undang-undang Nomor 
13 Tal1w12003 tentang Ketenagakerjaan. 

Persoalan perjanjian kerja merupakan hal pokok dalam hubungan kerja. 
Secara hukum Islam kajian tersebut masuk bidang muamalall dan keberadaanya 
sangat penting karena menyangkut hubungan kemanusian. Untuk itulah 
penelitian ini menarik dilakukan sebagi upaya memberi sumbangan pada 
persoalan tersebut. Pada penelitian ini kemudian diselidih beberapa hal sebagai 
berikut; (1) Apakah perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-w1dang 
Nomor 13 Tahm1 2003 telall memenuhi kaidah normatif hukum Islam?, (2) 
Bagaimana kedudukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum Islam? 

Kajian dan analisa penelitian ini menggunakan akad ljarah, (perjanjian 
kerja secara hukum Islam) sebagai basis materi dalam meli11at sistem perjanjian 
kerja yang tertera dalam teks-teks Undang~undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan normatif yuridis dan bersifat deskriptik analitik, dan analisisnya 
memakai teori pertingkatan norma yaitu, nilai dasar I filosofis, seperti keaclilan, 
kemaslallatan, persamaan, dan keseimbangan, Asas-asas kaidah fiqih dan 
peraturan kongkrit. 

Secara materi, dari uraian yang telah dilakukan bahwa sistem perjanjian kerja 
waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi 
kaidah normatif hukum Islam. Adanya syarat-syarat yang harus dipem,1hi dalam 
pe.rjanjian waktu tertentu bagi pemberi kerja dapat dilihat sebagai upaya 
memberikan perlindungan dan hak-hak pada pekerja. Maka, dapat dilihat 
bahwa keseimbangan dan keadilan antara pekerja dan pemberi kerja telah 
dijembatani dengan adanya aturan perjanjian waktu tersebut. 

Kedudukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tidak bertentangan secara hukum Islam. Hal tersebut dapat 
tercermin dari perjanjian kerja dalam hukum Islam, seperti ketentuan waktu 
dalam melakukan pekerjaan. Rumusan Perjanjian kerja secara hukum Islam 
menyatakan bahwa pemberian waktu memberikan kepastian bagi pekerja 
maupun pemberi kerja. Demikian halnya dengan perjanjian ke:rja yang dilakukan 
secara terbatas, bahwa ketika jenis peke:rjaannya memang tidak memerlukan 
waktu lama, maka perjanjian kerjanya juga hams sebanding. Hal ini menunjukan 
bahwa keadilan dalam hubungan kerja harus dapat menjembatani dan 
memberikan keseimbangan dua kepentingan sekaligus, pekerja dan pemberi 
ke:rja. 
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